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UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO 

 

Ungkapan Pribadi 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu 

paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin. (Q.S Ali 'Imran :139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto 

Jangan menunggu diri sempurna tanpa celah keburukan 

Untuk selalu berbuat kebaikan. 
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ABSTRAKSI 

Nama   : Zanuar Nur Hidayat 

NIM   : 202110110311044 

Judul   : Analisis Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang  

     Hasil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  

     Undang-Undang dalam Perspektif Ius Constituendum 

Pembimbing  : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H,.M.Si., M.Hum. 

     2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.  

Pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu mengalami 

perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dalam 
beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2020 sampai 2024 berupa 

pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” dan menguji konstitusionalitas 

pembentukan Perppu dalam perkara pengujian formil Undang-Undang hasil 
penetapan Perppu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan 

pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu saat ini dan bagaimana 
pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dalam 

perspektif ius constituendum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan 

pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dan pengaturan 
pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dalam perspektif ius 

constituendum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian 

dianalisis menggunakan deskriptif analisis atau kualitatif. Penelitian ini 
menghasilkan pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil Penetapan 

Perppu terkait “persidangan yang berikut” memiliki banyak penafsiran sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan menguji konstitusionalitas pembentukan 

Perppu telah selesai di DPR sejak menyetujui Perppu. Dalam perspektif ius 

constituendum pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu terkait 
pemaknaan “persidangan yang berikut” adalah paling lama harus dilakukan dalam 

masa persidangan pertama DPR setelah Presiden menetapkan Perppu dengan 
merubah Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011. Pengujian konstitusionalitas pembentukan 

Perppu seharusnya dapat dilakukan dalam perkara pengujian formil Undang-

Undang hasil penetapan Perppu. Penelitian ini memberikan saran kepada 
pembentuk Undang-Undang untuk memasukan makna frasa “persidangan yang 

berikut” dalam Undang-Undang/Tata tertib DPR dan Mahkamah Konstitusi untuk 
ikut menguji Konstitusionalitas pembentukan Perppu dalam perkara pengujian 

formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu. 

Kata Kunci: Pengujian Formil, Persidangan yang Berikut, Konstitusionalitas 

            Perppu, Ius Constituendum. 
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ABSTRACT 

Name  : Zanuar Nur Hidayat 

NIM  : 202110110311044 

Tittle  : Juridical Analysis of Formal Testing of Laws Results of   

    Determination of Government Regulations in Lieu of Laws in the 

    Ius Constituendum Perspective 

Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H,.M.Si., M.Hum. 

    2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.  

Formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu has developed 

in recent years. This development in several Constitutional Court Decisions from 

2020 to 2024 is in the form of the meaning of the phrase "the following trial" and 

testing the constitutionality of the formation of Perppu in cases of formal testing of 

Laws resulting from the issuance of Perppu. The problem in this study is how to 

regulate the formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu currently 

and how to regulate the formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu 

from the perspective of ius constituendum. The purpose of this study is to determine 

the regulation of formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu and 

the regulation of formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu from 

the perspective of ius constituendum. This study uses a normative legal method with 

a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The legal 

materials used are primary and secondary legal materials which are then analyzed 

using descriptive analysis or qualitative. This study resulted in the regulation of 

formal testing of the Law resulting from the Perppu Determination related to "the 

following trial" has many interpretations, thus creating legal uncertainty and 

testing the constitutionality of the formation of the Perppu has been completed in 

the DPR since approving the Perppu. In the perspective of ius constituendum, 

formal testing of the Law resulting from the Perppu determination related to the 

meaning of "the following trial" must be carried out at the latest during the first 

DPR session after the President determines the Perppu by amending Article 52 

paragraph (1) of Law 12/2011. Testing the constitutionality of the formation of the 

Perppu should be able to be carried out in cases of formal testing of the Law 

resulting from the determination of the Perppu. This study provides suggestions to 

the legislators to include the meaning of the phrase "the following trial" in the 

Law/DPR Rules of Procedure and the Constitutional Court to also test the 

Constitutionality of the formation of the Perppu in cases of formal testing of the 

Law resulting from the determination of the Perppu. 

Keywords: Formal Testing, The Following Trial, Constitutionality of Perppu, Ius 

      Constituendum. 
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